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ABSTRAK 

Nurhaliza, (2022): Analisis Pemenuhan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan 

Murabahah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah 

(Perseroda) Air Tiris. 

Pada lembaga keuangan syariah khususnya di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) memiliki produk pembiayaan salah satunya yaitu produk 

pembiayaan Murabahah, yang tentunya harus melalui prosedur dalam pemberian 

pembiayaannya. Setelah menerima fasilitas pembiayaan Murabahah maka 

nasabah akan digolongkan ke dalam 5 kualitas pembiayaan yaitu, lancar, dalam 

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk kategori 

pembiayaan bermasalah dimulai dari golongan kurang lancar sampai dengan 

macet, karena adanya NPF yang cukup tinggi di PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhlillah yaitu 6,09% maka peristiwa ini membutuhkan upaya penyelesaian agar 

angka pembiayaan bermasalah turun, karena pada dasarnya bank yang baik adalah 

bank yang tidak memiliki pembiayaan bermasalah atau NPF nya 0%. Adapun 

penelitian ini dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat berbasis syariah maka tidak 

bisa dilihat dari hasil penyelesaiannya saja, melainkan dilihat cara 

penyelesaiannya apakah dalam prosesnya sudah sesuai syariat islam atau tidak.  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan prinsip 

syariah pada pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah 

(Perseroda). Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. 

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Informan 

penelitiannya adalah setiap bagian yang berkaitan, yang terdiri dari 2 orang 

infroman utama dan 3 orang informan pendukung. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan 

dan penetapan kualitas yang dilakukan pihak bank sudah sesuai dengan OJK akan 

tetapi terjadi kekeliruan dalam penilaian agunan (collacteral) dimana pihak bank 

menyetujui pembiayaan kepada nasabah yang nilai agunan nya lebih rendah dari 

pada jumlah pembiayaan yang diberikan, akibatnya pada saat proses penjualan 

jaminan terhadap nasabah pembiayaan bermasalah terdapat kendala dimana 

jaminan tidak bisa terjual dan nasabah sudah kondisi sangat sulit untuk di tagih, 

oleh karena itu pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadinya penghapusan buku, 

yang mengakibat kan kondisi bank menjadi tidak baik. Akan tetapi angka NPF 

nya sudah menurun pada 3 (tiga) tahun terakhir, walaupun begitu pihak bank 

harus lebih giat lagi dalam menurunkan angka NPF tersebut  Sedangkan untuk 

pemenuhan prinsip syariah pihak bank sudah memenuhinya hal dibuktikan dengan 

tidak mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat membayar, dan 

mengembalikan sisa uang penjualan jaminan kepada nasabah, karena bank tidak 

akan mengambil uang diluar pokok dan margin yang sudah ditetapkan diawal. 

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Pembiayaan Murabahah, BPRS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang 

perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, 

bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang 

dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, 

bank melayani kebutuhan pembiyaan serta melancarkan mekanisme sistem 

pembayaran bagi semua sektor perekonomian.
1
 Berdasarkan defenisi tersebut 

dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai tempat penyimpanan 

dana, dan penyaluran dana dalam berbagai bentuk jasa yang diberikan pihak 

bank, baik dana yang bersumber dari masyarakat maupun dari pemerintahan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2): 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak.”
2
  

Dalam dunia perbankan terdapat berbagai jenis bank, menurut Otoritas 

Jasa Keuangan jenis-jenis bank dibagi menjadi dua, yaitu Bank Umum dan 

Bank Perkreditan Rakyat. Kedua bank ini pada dasarnya memiliki defenisi 

                                                           
1
Panji Adam, FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH Konsep, Metodologi, Dan 

Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Amzah, 2018). h. 225. 
2
Ibid. h. 227.  
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yang sama yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha, yang membedakan 

nya terletak pada jasa, Bank Umum memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayarannya sedangkan Bank Perkreditan Rakyat dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Kegiatan BPR jauh lebih 

sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang 

menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.
3
 Bank 

Perkreditan Rakyat tidak hanya dalam bentuk kovensional tetapi ada juga 

dalam bentuk syariah yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang 

semuanya harus berdasarkan dengan prinsip syariah. 

Sama hal nya dengan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda). 

Bank ini merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat yang berbasis 

Syariah, mereka  memiliki beberapa jenis pembiayaan di antaranya 

pembiayaan Mudharabah atau yang biasa dikenal dengan pembiayaan berbagi 

hasil antara bank dan nasabah yang mana pembiayaan ini 100% dananya dari 

bank, dan nasabah sebagai pengelola dana. Jenis lainnya ada pembiayaan 

Musyarakah atau yang biasa dikenal dengan kerjasama, pembiayaan 

berdasarkan akad kerjasama antara Bank dan nasabah atas suatu usaha yang 

proyeksi pendapatannya terukur dan jelas, dimana bank dan nasabah sama-

sama memberikan kontribusi dana/modal. Pembiayaan Murabahah yang biasa 

dikenal dengan jual beli, pembiayaan dengan akad jual-beli berlaku untuk 

pembelian barang yang jelas harga, jumlah, dan spesifikasinya seperti sepeda 

                                                           
3
Otoritas Jasa Keuangan, “Jenis-Jenis Bank,” artikel dari 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum. aspx. Diakses pada 10 

September 2022.  
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motor, mobil, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Terakhir adalah Multijasa 

yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk pembayaran atas 

jasa/sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan contohnya, jasa 

catering pesta, swa ruko, dsb.  

Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) produk 

pembiayaan yang sangat tinggi peminatnya berasal dari pembiayaan 

Murabahah (jual-beli). Jenis-jenis barang yang biasanya laku di kalangan 

nasabah adalah jual beli seperti Sepeda Motor dan Mobil. Singkatnya PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) dapat membantu nasabah membeli 

barang yang diperlukan asalkan barang tersebut jelas kegunaannya dan tidak 

melenceng dari Syariat Islam. 

Agar menerima fasilitas pembiayaan ini tentunya ada pengajuan 

terlebih dahulu yang harus dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank, setelah 

melakukan pengajuan dan pihak bank menyetujui permohonan pembiayaan 

tersebut, maka nasabah dapat menerima fasilitas pembiayaan. Nasabah 

digolongkan berdasarkan 5 (lima) penetapan kualitas pembiayaan, antara lain 

lancar, dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pada 

kualitas pembiayaan terdapat pembiayaan Performing atau disebut 

pembiayaan tidak bermasalah yang terdiri dari kolektibilitas 1 dan 2, 

sementara pembiayaan Non-Performing atau pembiayaan bermasalah atau 
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lebih dikenal dengan istilah Non Performing Financing terdiri dari 

kolektibilitas 3, 4, dan 5
4
.  

Pada pembiayaan bermasalah pastinya ada prosedur yang dilakukan 

oleh pihak bank agar tidak terjadinya kenaikan NPF terus-menerus. Berikut 

adalah jumlah nasabah dan total sisa pokok yang terlibat pembiayaan pada 

akad Murabahah 3 (tiga) tahun terakhir dalam Ribuan (Rp).  

Tabel I. 1 

Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan Murabahah 

Tahun Jumlah Nasabah Total Sisa Pokok 

2019 70 1.273.968 

2020 42 995.618 

2021 39 955.718 

Sumber: bagian dana dan penagihan PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris 

berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa masih banyak nasabah yang 

terlibat pembiayaan bermasalah, oleh karena itu perlu penyelesaian agar 

jumlah nasabah yang terlibat pembiayaan bermasalah menurun. Karena bank 

yang baik adalah bank yang tidak memiliki pembiayan bermasalah, dan 

melihat bank yang diteliti adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka cara 

penyelesaiannya juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu 

penulis menarik judul “Analisis Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam 

Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah 

(Perseroda) Air Tiris”. 

 

                                                           
4
Fathurrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2018). h. 64.  
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B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan 

penulis kaji agar tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian. Maka 

penulis hanya mengkhususkan meneliti dan menganalisis pemenuhan prinsip 

syariah pada pembiayaan Murabahah, dengan menggunakan data nasabah 

pembiayaan bermasalah dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 2019, 

2020, 2021. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka rumusan masalah 

adalah: 

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan Murabahah dan pemenuhan 

prinsip syariah di  PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air 

Tiris? 

2. Bagiamana analisis prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah 

Murabahah dan pemenuhan prinsip syariah di PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan 

Murabahah dan pemenuhan prinsip syariah di PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris. 

b. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan 

bermasalah Murabahah dan pemenuhan prinsip syariah di PT. BPRS 

Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang 

Analisis Pemenuhan Prinsip Syariah pada Pembiayaan Murabahah di 

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris. 

b. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada 

program strata satu (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan 

Ekonomi Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus untuk 

mendapatkan gelar S1. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Bank dikenal sebagai lembaga yang kegiatan utamanya menerima 

simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai 

tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk 

pembayaran dan setoran seperti pembayar listrik, telepon, air, pajak, uang 

kuliah, dan pembayaran lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan 

menyediakan jasa, berbagai jasa keuangan, bahkan di negara maju merupakan 

kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.
5
  

Perbankan adalah segala sesuatu mengenai bank, yaitu badan usaha di 

bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyakarat, 

terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang.
6
 Sedangkan Menurut  Thomas Suyatno, perbankan adalah 

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, 

kegiatan, usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya.
7
 

Perbankan Syariah merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi. 

Ekonomi adalah bagian dari mu’amalah dan mu’amalah adalah turunan dari 

                                                           
5
Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2013). h.23. 
6
Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Bank,”  artikel dari https://kbbi.web.id/bank. 

Diakses pada 1 Agustus 2022. 
7
 Panji Adam, op.cit., h. 227. 
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syariah, dan syariah adah bagian yang menyusun Islam.
8
 Menurut Karnaen 

Purwaatmadja, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan 

prinsip – prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti 

ketentuan – ketentuan Syariat Islam. Salah satunya unsur yang harus dijauhi 

dalam muamalah Islam adalah praktik – praktik yang mengandung unsur riba.
9
 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegaiatan usahanya.
10

 

Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya bukan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Ruang 

lingkup kegiatan usahanya berbeda dengan bank umum. Untuk jenis ini hanya 

mempunyai kegiatan usaha pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 

Perbankan, sebagi berikut: 

 Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka , tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu 

 Memberikan pembiayaan 

                                                           
8
Veitzhal Riva’i dan Arviyan Arifin, Islamic Banking (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). 

h.16 
9
Muhammad Firdaus, Konsep Dan Implementasi Bank Syariah (Jakarta: Renaisan, 

2005). h.18 
10

Panji Adam, op. cit., h. 228. 
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 Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip 

syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI 

 Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. 

Bank Pembiayaan Rakyat terdapat pembatasan terhadap kegiatan 

usahanya karena dalam Pasal 14 UU Perbankan mengatur larangan untuk 

kegiatan-kegiatan sebagi berikut: 

 Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran 

 Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing 

 Melakukan pernyetaan modal 

 Melakukan usaha perasuransian  

 Melakukan usaha lain di luar kegaiatan usaha seperti poin di atas.11 

 

2. Akad Murabahah 

a. Akad  

Akad menurut KBBI adalah  janji, perjanjian; kontrak,  jual beli; 

kredit perjanjian atau kontrak peembiayaan.12 Secara bahasa, akad atau 

perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali 

kepada bentuk ikatan atau penghubung terhadap dua hal. Sementara akad 

menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain 

                                                           
11

Gatot Supramono, Perbankan Dan Masalah Kredit (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2009). h.63. 
12

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Akad” artikel dari  https://kbbi.web.id/akad. 

Diakses pada 1 Agustus 2022. 
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dengan cara yang memunuculkan adanya komitmen tertentu yang 

diisyaratkan.13 

b. Murabahah 

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli itu ada empat macam: yaitu jual 

beli Musawamah (tawar-menawar), jual beli Murabahah (memperoleh 

keuntungan), jual beli Wadiah, jual beli Tawliyah. Jual beli Murabahah 

secara etimologi menjual barang dengan sesuai harga ditambah dengan 

keuntungan tertentu. Menurut istilah jual beli Murabahah adalah jika 

penjual menyebutkan harga pembeli barang kepada pembeli, kemudian dia 

menisyaratkan keuntungan dalam jumlah tertentu.  

Sebuah contoh, jika pengusaha kecil membeli laptop dari grosir 

dengan harga Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kemudian dia 

menambahkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 dan dia menjual kepada 

si pembeli dengan harga Rp.9.500.000,00. Pada umumnya, si pengusaha 

kecil tidak akan memesan di grosir sebelum pesanan dari calon pembeli, 

dan mereka sudah bersepakat tentang lama pembiayaan, besar keuntungan 

yang akan diambil pengusaha kecil, dan besarnya angsuran kalau memang 

dibayar secara angsuran.14 

 

 

 

                                                           
13

Abdullah al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Islam (Jakarta: Darul 

Haq, 2015). h.23. 
14

Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2017). h.52 
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3. Kebijakan Pemberian Pembiayaan 

Menurut KBBI biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan 

(mendirikan, melakukan, dan sebagainya). Sedangkan Pembiayaan adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.
15

 

a. Kebijakan Umum 

Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan, Bank harus mempunyai 

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan 

serta kesanggupan debitur untuk melunasi Kredit atau Pembiayaan sesuai 

dengan yang diperjanjikan.  

Kredit atau Pembiayaan yang diberikan oleh Bank mengandung risiko 

sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas 

Pembiayaan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian 

Kredit atau Pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang 

diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank.  

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan Kredit atau 

Pembiayaan, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, 

kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Sehubungan 

dengan itu, Bank harus memiliki serta menerapkan pedoman Pembiayaan 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan 

pokok-pokok pengaturan Pembiayaan yang memuat antara lain:   

                                                           
15

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Pembiayaan,” dari artikel, 

https://kbbi.web.id/biaya. Diakses pada 1 Agustus 2012. 
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 Pemberian Kredit atau Pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian 

tertulis; 

 Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 

debitur yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, 

kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur; 

 kewajiban Bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian 

Kredit atau Pembiayaan; 

 kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai 

prosedur dan persyaratan Kredit atau Pembiayaan; 

 larangan Bank untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan dengan 

persyaratan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak terafiliasi; 

 dan penyelesaian sangketa. 

1) Peranan Kebijakan Pembiayaan Bank 

Untuk mendukung upaya tersebut maka peranan Kebijakan Perkreditan 

Bank (KPB) atau Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) sangat penting karena 

berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang terkait 

dengan Pembiayaan yang sehat dan menguntungkan bagi Bank. Dengan 

adanya KPB yang dibakukan maka Bank diharapkan dapat menerapkan asas-

asas Pembiayaan yang sehat secara lebih konsisten dan berkesinambungan. 

2) Sasaran Kebijakan Pembiayaan Bank 

KPB juga bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan 

mengendalikan risiko Bank dengan cara menerapkan asas-asas Pembiayaan 
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yang sehat. Di samping itu, dengan penerapan dan pelaksanaan KPB secara 

konsekuen dan konsisten, diharapkan Bank dapat terhindar dari kemungkinan 

penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 

dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan. 

3) Kewajiban Memiliki Dan Menggunakan Kebijakan Pembiayaan Bank 

KPB dapat berbeda antara satu Bank dengan Bank lain tergantung pada 

berbagai faktor yang mempengaruhi. Sehubungan dengan itu, guna 

memastikan Bank telah memiliki dan menerapkan KPB yang memenuhi 

prinsip-prinsip Pembiayaan yang sehat, setiap Bank wajib memiliki KPB 

secara tertulis yang paling sedikit harus mengandung seluruh aspek yang 

tertuang dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank (PPKPB) 

yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

4) Pedoman Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank 

PPKPB ini merupakan panduan bagi Bank dalam menyusun KPB dengan 

maksud KPB harus mampu mengawasi portofolio Pembiayaan secara 

keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian Kredit atau 

Pembiayaan secara individu. KPB harus memiliki standar atau ukuran yang 

mengandung unsur pengawasan intern pada seluruh tahapan dalam proses 

pemberian Pembiayaan. 

5) Penggunaan Pedoman Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank 

Penggunaan PPKPB oleh Bank ditetapkan sebagai berikut: 



14 
 

 

 Penyesuaian KPB terhadap PPKPB 

Bank harus meneliti kembali bahwa seluruh aspek dalam PPKPB telah 

tercakup dalam KPB dan Bank wajib melakukan penyesuaian atau 

perbaikan dalam hal masih terdapat aspek-aspek yang belum tercantum. 

 Hubungan PPKPB dengan KPB 

PPKPB memberikan panduan mengenai aspek dan standar minimal 

yang harus dimuat dalam KPB. Dalam hal ini, Bank dapat memperluas 

KPB sesuai dengan kebutuhan masing-masing Bank. 

6) Penerapan Dan Kajian Berkala Kebijakan Pembiayaan Bank 

KPB paling sedikit memuat aspek-aspek yang tercantum dalam PPKPB 

dan harus disetujui oleh dewan komisaris Bank. KPB tersebut juga harus 

menjadi acuan dan tercermin dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit atau 

Pembiayaan yang digunakan oleh setiap Bank. 

 Penerapan KPB 

KPB harus digunakan, diterapkan, dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat 

Bank yang terkait dengan Pembiayaan termasuk anggota direksi, anggota 

dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah secara konsekuen 

dan konsisten. 

 Kajian Berkala KPB 

Untuk tetap menjaga efektivitas KPB, paling lama setiap 3 (tiga) tahun 

sekali Bank harus melakukan kajian berkala (periodical review) terhadap 
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KPB. Perubahan atau perbaikan terhadap KPB yang dilakukan atas dasar 

hasil kajian berkala harus tetap mengacu pada PPKPB. 

7) Cakupan Pedoman Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank 

Cakupan PPKPB ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 

Cakupan Umum 

 PPKPB menetapkan panduan agar KPB paling sedikit mengatur 

mengenai: 

 prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan; 

 organisasi dan manajemen Pembiayaan; 

 kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan; 

 dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan; 

 pengawasan Kredit atau Pembiayaan; 

 penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah; dan 

 pemenuhan prinsip syariah dalam Pembiayaan bagi Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

Cakupan Khusus 

Dalam cakupan khusus ini, PPKPB menetapkan bahwa pengertian 

Kredit atau Pembiayaan yang dimaksudkan dalam KPB tidak terbatas 

hanya pada pemberian fasilitas Kredit atau Pembiayaan yang lazim 

dibukukan dalam pos Kredit atau Pembiayaan pada neraca Bank, namun 

termasuk juga pembelian surat berharga yang disertai note purchase 

agreement, perjanjian Kredit atau Pembiayaan, pembelian surat berharga 

lain yang diterbitkan oleh nasabah, pengambilalihan tagihan dalam rangka 
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anjak piutang, dan pemberian jaminan Bank yang diantaranya meliputi 

akseptasi, endosemen, dan aval surat-surat berharga. 

8) Keterkaitan Dengan Otoritas Jasa Keuangan 

Mengingat Otoritas Jasa Keuangan sangat menaruh perhatian atas 

penyaluran Kredit atau Pembiayaan yang sehat oleh Bank untuk 

mewujudkan perbankan yang sehat maka: 

 Otoritas Jasa Keuangan memantau dan mengawasi konsistensi 

penerapan dan pelaksanaan KPB oleh Bank. Otoritas Jasa Keuangan 

menilai pelaksanaan KPB sebagai salah satu penilaian atas ketaatan 

Bank dalam melaksanakan ketentuan intern Bank (self regulation). 

 Pelaksanaan PPKPB oleh Bank merupakan salah satu aspek 

pembinaan dan pengawasan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan. 

b. Pencantuman Prinsip Kehatian-Hatian. 

Dalam setiap KPB harus dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas 

mengenai prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan, yang paling sedikit harus 

meliputi kebijakan pokok dalam Pembiayaan, tata cara penilaian kualitas 

Kredit atau Pembiayaan, dan profesionalisme serta integritas pejabat 

Pembiayaan. 

1) Kebijakan Pokok Dalam Pembiayaan. 

Dalam KPB harus ditetapkan pokok pengaturan mengenai tata cara 

pemberian Kredit atau Pembiayaan yang sehat, pokok pengaturan pemberian 

Kredit atau Pembiayaan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar 
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tertentu, Kredit atau Pembiayaan yang mengandung risiko yang tinggi, serta 

Kredit atau Pembiayaan yang perlu dihindari, paling sedikit meliputi: 

a) Pokok pengaturan mengenai: 

 prosedur Pembiayaan yang sehat, termasuk prosedur persetujuan 

Kredit atau Pembiayaan, prosedur dokumentasi dan administrasi 

Kredit atau Pembiayaan serta prosedur pengawasan Kredit atau 

Pembiayaan; 

 Kredit atau Pembiayaan yang perlu mendapat perhatian khusus; 

 perlakuan terhadap Kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi; 

 prosedur penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan 

prosedur penghapusbukuan Kredit atau Pembiayaan macet serta tata 

cara pelaporan Kredit atau Pembiayaan macet; dan 

 tata cara penyelesaian barang agunan Kredit atau Pembiayaan yang 

telah dikuasai Bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian Kredit atau 

Pembiayaan. 

b) Pokok pengaturan mengenai pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada 

pihak yang terkait dengan Bank dan/atau debitur besar tertentu paling 

sedikit meliputi: 

 batasan paling banyak jumlah penyediaan keseluruhan fasilitas Kredit 

atau Pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank kepada pihak-pihak 

tersebut dalam angka persentase terhadap jumlah keseluruhan Kredit 

atau Pembiayaan dan jumlah modal Bank berdasarkan perhitungan 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank; 
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 tata cara penyediaan Kredit atau Pembiayaan kepada pihak-pihak 

tersebut yang akan disindikasikan, dikonsorsiumkan, dan dibagi 

risikonya (risk sharing) dengan Bank lain; 

 persyaratan Kredit atau Pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut 

khususnya mengenai perbandingan suku bunga Kredit  atau imbal hasil 

Pembiayaan dengan yang ditetapkan terhadap debitur lain serta bentuk 

dan jenis agunan; dan 

 kebijakan Bank dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada 

pihak-pihak tersebut dalam kaitannya dengan ketentuan Pembiayaan, 

khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas 

maksimum pemberian kredit bank umum. 

c) Sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha, dan debitur yang 

mengandung risiko tinggi bagi Bank. 

d) Kredit atau Pembiayaan yang perlu dihindari antara lain: 

 Kredit atau Pembiayaan untuk tujuan spekulasi; 

 Kredit atau Pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan 

yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk Kredit atau 

Pembiayaan kecil dapat disesuaikan seperlunya oleh Bank; 

 Kredit atau Pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak 

dimiliki Bank; dan/atau 

 Kredit atau Pembiayaan kepada debitur bermasalah dan/atau macet 

pada Bank lain. 

 



19 
 

 

2) Tata Cara Penilaian Kualitas Kredit atau Pembiayaan 

Dalam KPB harus ditetapkan bahwa penilaian kualitas Kredit atau 

Pembiayaan harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk 

memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas Kredit atau Pembiayaan yang 

dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan Otoritas 

Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi bank 

umum syariah dan unit usaha syariah.
16

 

Penetapan Kualitas Pembiayaan 

 Lancar. Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, 

sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan 

secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap 

dan pengikat agunan kuat. 

 Dalam Perhatian Khusus. Apabila terdapat tunggakan pembayaran 

angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, 

selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, 

dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta 

pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil. 

 Kurang Lancar. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok 

dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai 

dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan 

tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang 

                                                           
16

 Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 42 POJK.03 Tahun 2017 Tentang Kewajiban  

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan  
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lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap 

persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan 

perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. 

 Diragukan. Apabila terdapat tunggakan permbayaran angsuran pokok dan 

atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai 

dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan 

informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian 

piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi 

pelanggara yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang. 

 Macet. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau 

margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dan 

dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.17 

3) Profesionalisme Dan Integritas Pejabat Pembiayaan 

Dalam KPB setiap Bank harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa 

seluruh pejabat Bank yang terkait dengan Pembiayaan termasuk anggota 

direksi, anggota dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah paling sedikit 

harus: 

a) bertindak secara profesional di bidang Pembiayaan dengan jujur, objektif, 

cermat, serta seksama; dan 

b) menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan Pasal 49 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

                                                           
17

 Fathurrahman Djamil, op.cit h. 66. 
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atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 

63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, serta menghindari perbuatan tersebut. 

c. Kebijakan Persetujuan Kredit Atau Pembiayaan 

1) Cakupan Kebijakan Persetujuan Kredit Atau Pembiayaan 

KPB juga harus memuat kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan 

yang paling sedikit mencakup konsep hubungan total pemohon Kredit atau 

Pembiayaan, penetapan batas wewenang persetujuan Kredit atau Pembiayaan, 

tanggung jawab Pejabat Pemutus Kredit atau Pembiayaan, proses persetujuan 

Kredit atau Pembiayaan, perjanjian Kredit atau Pembiayaan, dan persetujuan 

pencairan Kredit atau Pembiayaan. 

2) Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit Atau Pembiayaan  

Persetujuan pemberian Kredit atau Pembiayaan tidak boleh hanya 

didasarkan atas pertimbangan permohonan untuk 1 (satu) transaksi atau 1 

(satu) rekening Kredit atau Pembiayaan dari pemohon, namun harus atas dasar 

penilaian seluruh Kredit atau Pembiayaan dari pemohon Kredit atau 

Pembiayaan yang telah diberikan dan/atau akan diberikan secara bersamaan 

oleh Bank atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon 

Kredit atau Pembiayaan (total relationship concept). Pengertian pemohon 

Kredit atau Pembiayaan tersebut juga meliputi seluruh perusahaan maupun 

perorangan yang terkait dengan pemohon Kredit atau Pembiayaan yang telah 

mendapat fasilitas Kredit atau Pembiayaan atau akan diberikan Kredit atau 

Pembiayaan secara bersamaan oleh Bank. Persetujuan pemberian Kredit atau 
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Pembiayaan atas dasar konsep hubungan total pemohon Kredit atau 

Pembiayaan harus tercermin dalam analisis Kredit atau Pembiayaan. 

3) Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Kredit Atau Pembiayaan 

Pengaturan batas wewenang persetujuan Kredit atau Pembiayaan paling 

sedikit meliputi: 

 dalam KPB harus dimuat mengenai dasar pertimbangan dan kriteria 

pengaturan batas wewenang persetujuan Kredit atau Pembiayaan. 

Penetapan batas wewenang untuk menyetujui pemberian Kredit atau 

Pembiayaan bagi setiap pejabat harus dituangkan secara tertulis dalam 

keputusan direksi, yang paling sedikit memuat jumlah Kredit atau 

Pembiayaan dan pejabat yang ditunjuk; dan 

 setiap pemberian Kredit atau Pembiayaan harus memperoleh 

persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus Kredit atau 

Pembiayaan dan setiap persetujuan Kredit atau Pembiayaan harus 

dilakukan secara tertulis. 

4) Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit Atau Pembiayaan  

Tanggung jawab pejabat pemutus Kredit atau Pembiayaan paling sedikit 

meliputi: 

 memastikan bahwa setiap Kredit atau Pembiayaan yang diberikan telah 

memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas 

Pembiayaan yang sehat; 
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 memastikan bahwa pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan 

telah sesuai dengan KPB dan Pedoman Pelaksanaan Kredit atau 

Pembiayaan; 

 memastikan bahwa pemberian Kredit atau Pembiayaan telah 

didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama 

serta terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan 

pemohon Kredit atau Pembiayaan; dan 

 meyakini bahwa Kredit atau Pembiayaan yang akan diberikan dapat 

dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi 

Kredit atau Pembiayaan bermasalah. 

5) Proses Persetujuan Kredit Atau Pembiayaan 

Proses persetujuan Kredit atau Pembiayaan paling sedikit meliputi: 

a) Permohonan Kredit atau Pembiayaan 

Dalam menilai permohonan Kredit atau Pembiayaan, Bank perlu 

memperhatikan prinsip sebagai berikut: 

 Bank hanya memberikan Kredit atau Pembiayaan dalam hal 

permohonan Kredit atau Pembiayaan diajukan secara tertulis. Hal 

ini berlaku baik untuk Kredit atau Pembiayaan baru, perpanjangan 

jangka waktu, tambahan Kredit atau Pembiayaan maupun 

permohonan perubahan persyaratan Kredit atau Pembiayaan. 

 Permohonan Kredit atau Pembiayaan harus memuat informasi yang 

lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang 
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ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat Pembiayaan pada Bank 

lain. 

 Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang 

disampaikan dalam permohonan Kredit atau Pembiayaan. 

b) Analisis Kredit atau Pembiayaan 

Setiap permohonan Kredit atau Pembiayaan yang telah memenuhi 

syarat harus dilakukan analisis Kredit atau Pembiayaan secara tertulis, 

dengan prinsip sebagai berikut: 

 Bentuk, format, dan kedalaman analisis Kredit atau Pembiayaan 

ditetapkan oleh Bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis 

Kredit atau Pembiayaan. 

 Analisis Kredit atau Pembiayaan harus menggambarkan konsep 

hubungan total pemohon Kredit atau Pembiayaan sebagaimana 

dimaksudkan dalam huruf B dalam hal pemohon telah mendapat 

fasilitas Kredit atau Pembiayaan dari Bank atau dalam waktu 

bersamaan mengajukan permohonan Kredit atau Pembiayaan lain 

kepada Bank. 

 Analisis Kredit atau Pembiayaan harus dibuat secara lengkap, 

akurat, dan objektif yang paling sedikit meliputi: 

 menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan 

usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada daftar 

Kredit atau Pembiayaan macet; 
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 penilaian atas kelayakan jumlah permohonan Kredit atau 

Pembiayaan dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan 

dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya 

praktik penggelembungan (mark-up) yang dapat merugikan 

Bank; dan 

 menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh 

pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit atau 

Pembiayaan. Analisis Kredit atau Pembiayaan tidak boleh 

merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata- mata untuk 

memenuhi prosedur Pembiayaan. 

 Analisis Kredit atau Pembiayaan paling sedikit harus mencakup 

penilaian atas watak (character), kemampuan (capacity), modal 

(capital), agunan (collateral), dan prospek usaha debitur (condition 

of economy) atau yang lebih dikenal dengan 5 C’s dan penilaian 

terhadap sumber pelunasan Kredit atau Pembiayaan yang 

dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta 

menyajikan evaluasi aspek yuridis Pembiayaan dengan tujuan 

untuk melindungi Bank atas risiko yang mungkin timbul. 

 Dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan sindikasi, analisis 

Kredit atau Pembiayaan bagi Bank yang merupakan anggota 

sindikasi harus meliputi pula penilaian terhadap Bank yang 

bertindak sebagai bank induk. 

c) Rekomendasi Persetujuan Kredit atau Pembiayaan 
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Rekomendasi persetujuan Kredit atau Pembiayaan harus disusun 

secara tertulis berdasarkan hasil analisis Kredit atau Pembiayaan yang 

telah dilakukan. Isi rekomendasi Kredit atau Pembiayaan  harus sejalan 

dengan kesimpulan analisis Kredit atau Pembiayaan. 

d) Pemberian Persetujuan Kredit atau Pembiayaan 

 Setiap pemberian persetujuan Kredit atau Pembiayaan harus 

memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan Kredit atau 

Pembiayaan. 

 Setiap keputusan pemberian persetujuan Kredit atau Pembiayaan 

yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara 

tertulis. 

6) Perjanjian Kredit Atau Pembiayaan 

Setiap Kredit atau Pembiayaan yang telah disetujui dan disepakati 

pemohon Kredit atau Pembiayaan harus dituangkan dalam perjanjian Kredit 

atau Pembiayaan (akad Kredit atau Pembiayaan) secara tertulis. Bentuk dan 

format perjanjian Kredit atau Pembiayaan ditetapkan oleh masing-masing 

Bank yang paling sedikit harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a) memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi 

kepentingan Bank; dan 

b) memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali Kredit atau 

Pembiayaan, dan persyaratan Kredit atau Pembiayaan lain sebagaimana 

ditetapkan dalam keputusan persetujuan Kredit atau Pembiayaan. 

7) Persetujuan Pencairan Kredit Atau Pembiayaan 
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Pencairan Kredit atau Pembiayaan yang telah disetujui harus berdasarkan 

prinsip sebagai berikut: 

a) Bank hanya menyetujui pencairan Kredit atau Pembiayaan dalam hal 

seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan Kredit 

atau Pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon Kredit atau 

Pembiayaan. 

b) Sebelum pencairan Kredit atau Pembiayaan, Bank harus memastikan 

bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan Kredit atau 

Pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan 

yang memadai bagi Bank. 

d. Dokumentasi Dan Administrasi Kredit Atau Pembiayaan 

1) Dokumentasi Kredit Atau Pembiayaan 

Mengingat dokumentasi Kredit atau Pembiayaan merupakan salah satu 

aspek penting yang dapat menjamin pengembalian Kredit atau Pembiayaan, 

Bank harus melaksanakan dokumentasi Kredit atau Pembiayaan yang baik dan 

tertib. 

a) Jenis Dokumen Kredit atau Pembiayaan 

Bank harus menetapkan jenis dokumen yang diperlukan sesuai dengan 

jenis Kredit atau Pembiayaan yang diberikan termasuk fotokopi kartu 

NPWP pemohon Kredit atau Pembiayaan dan fotokopi SPT Tahunan PPh 

atau fotokopi laporan keuangan yang merupakan lampiran SPT Tahunan 

PPh pemohon Kredit atau Pembiayaan bagi pemohon Kredit atau 
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Pembiayaan yang disyaratkan Bank melampirkan laporan keuangan, 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b) Pengecekan Keabsahan Dokumen Kredit atau Pembiayaan 

Bank harus memastikan keabsahan dan dipenuhinya persyaratan hukum 

atas setiap dokumen Kredit atau Pembiayaan yang akan diterbitkan oleh 

Bank atau yang diterima dari pemohon Kredit atau Pembiayaan. 

c) Penyimpanan dan Penggunaan Dokumen Kredit atau Pembiayaan  

Setiap dokumen Kredit atau Pembiayaan harus disimpan dengan aman dan 

tertib. Tata cara penggunaan atau pengambilan dokumen Kredit atau 

Pembiayaan dari tempat penyimpanan harus mengandung unsur 

pengawasan ganda. 

2) Administrasi Kredit Atau Pembiayaan 

Mengingat administrasi Kredit atau Pembiayaan sangat diperlukan dalam 

rangka penilaian perkembangan dan kualitas Kredit atau Pembiayaan, 

pengawasan Kredit atau Pembiayaan, perlindungan kepentingan Bank, bahan 

masukan untuk penyusunan KPB, dan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, 

Bank perlu mengatur administrasi Pembiayaan dengan baik dan tertib. 

1) Penatausahaan Kredit atau Pembiayaan 

Seluruh Kredit atau Pembiayaan yang diberikan oleh Bank, tanpa 

pengecualian harus dicatat dan dibukukan secara benar, lengkap, dan 

akurat. 

2) Tata Cara Pengadministrasian Kredit atau Pembiayaan 
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Tata cara pengadministrasian Kredit atau Pembiayaan harus mengandung 

unsur pengendalian intern dan paling sedikit meliputi: 

 penetapan pejabat dan/atau satuan kerja yang bertanggung jawab 

dalam pengadministrasian Kredit atau Pembiayaan; 

 jenis-jenis dokumen, berkas, atau warkat yang harus 

ditatausahakan; 

 tata cara penatausahaan Kredit atau Pembiayaan; dan 

 tata cara penyusunan statistik Pembiayaan. 

e. Pengawasan Kredit Atau Pembiayaan 

1) Prinsip Pengawasan Kredit Atau Pembiayaan 

Mengingat Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha Bank yang 

mengandung risiko yang dapat merugikan Bank serta dapat berakibat pada 

kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa perbankan, setiap 

Bank harus menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan Kredit atau 

Pembiayaan yang bersifat menyeluruh dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a) Fungsi pengawasan Kredit atau Pembiayaan harus diawali dari upaya yang 

bersifat pencegahan sedini mungkin dari terjadinya hal-hal yang dapat 

merugikan Bank dalam Pembiayaan atau terjadinya praktik pemberian 

Kredit atau Pembiayaan yang tidak sehat. Hal tersebut harus tercermin 

dalam struktur pengendalian intern Bank yang terkait dengan Pembiayaan. 

b) Pengawasan Kredit atau Pembiayaan juga harus meliputi pengawasan 

sehari-hari oleh manajemen Bank atas setiap pelaksanaan pemberian 
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Kredit atau Pembiayaan atau yang lazim dikenal dengan istilah 

pengawasan melekat. 

c) Pengawasan Kredit atau Pembiayaan juga harus meliputi audit intern 

terhadap seluruh aspek Pembiayaan yang dilakukan oleh SKAI. 

2) Objek Pengawasan Kredit Atau Pembiayaan 

Pengawasan Kredit atau Pembiayaan harus meliputi seluruh aspek 

Pembiayaan dan seluruh objek pengawasan tanpa melakukan pengecualian, 

yaitu: 

a) pengawasan terhadap seluruh pejabat Bank yang terkait dengan 

Pembiayaan; dan 

b) pengawasan terhadap seluruh jenis Kredit atau Pembiayaan, termasuk 

Kredit atau Pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan 

debitur besar tertentu. Pengawasan terhadap pihak yang terkait dengan 

Bank dan debitur besar tertentu harus dilakukan secara lebih intensif. 

3) Cakupan Fungsi Pengawasan Kredit Atau Pembiayaan 

Cakupan fungsi pengawasan Kredit atau Pembiayaan paling sedikit 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a) Mengawasi pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan telah 

sesuai dengan KPB, prosedur pemberian Kredit atau Pembiayaan, dan 

ketentuan intern Bank. 

b) Mengawasi pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan telah 

memenuhi ketentuan perbankan. 
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c) Memantau perkembangan kegiatan debitur termasuk pemantauan 

melalui kegiatan kunjungan kepada debitur dan memberikan 

peringatan dini mengenai penurunan kualitas Kredit atau Pembiayaan 

yang diperkirakan mengandung risiko bagi Bank. 

d) Mengawasi pelaksanaan penilaian kolektibilitas Kredit atau 

Pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan. 

e) Melakukan pembinaan kepada debitur untuk mengarahkan agar debitur 

dapat memenuhi kewajiban kepada Bank. 

f) Memantau dan mengawasi secara khusus kebenaran pemberian Kredit 

atau Pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur 

besar tertentu telah sesuai dengan KPB. 

g) Memantau pelaksanaan pengadministrasian dokumen Pembiayaan 

telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 

h) Memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit atau 

Pembiayaan. 

4) Struktur Pengendalian Intern Pembiayaan  

Setiap Bank harus mempunyai struktur pengendalian intern yang memadai 

dalam Pembiayaan yang mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan 

perkreditan atau pembiayaan dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan 

wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan Bank dan terjadinya 

praktik pemberian Kredit atau Pembiayaan yang tidak sehat. 

a) Penerapan Struktur Pengendalian Intern 



32 
 

 

Struktur pengendalian intern di bidang Pembiayaan harus diterapkan pada 

seluruh tahapan proses Pembiayaan mulai sejak permohonan Kredit atau 

Pembiayaan hingga pelunasan atau penyelesaian Kredit atau Pembiayaan. 

b) Cakupan Struktur Pengendalian Intern Pembiayaan Struktur pengendalian 

intern di bidang Pembiayaan paling sedikit meliputi: 

 prinsip pengawasan ganda harus diterapkan pada setiap tahap proses 

pemberian Kredit atau Pembiayaan yang berpotensi mengakibatkan 

terjadinya penyalahgunaan dan/atau menimbulkan kerugian keuangan 

Bank; 

 perlindungan fisik terhadap surat berharga dan kekayaan Bank yang 

terkait dengan Pembiayaan harus memadai; dan 

 adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap KPB dan 

prosedur pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan dapat segera diketahui 

atau dilaporkan kepada direksi atau pejabat yang berwenang. 

c) Kajian Berkala Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan 

 Guna menjamin efektivitas sistem pengendalian intern secara 

berkesinambungan, Bank harus melakukan kajian berkala atas sistem 

pengendalian intern Pembiayaan. 

 Tenggang waktu kajian berkala ditetapkan oleh masing-masing Bank 

yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan faktor intern dan 

ekstern. 

5) Pengawasan Melekat 

Bank harus menerapkan fungsi pengawasan melekat yang memadai, yaitu: 
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a) direksi Bank menetapkan pejabat-pejabat dan/atau satuan kerja yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan melekat, 

dengan memperhatikan prinsip pemisahan fungsi operasional dan 

pengawasan; 

b) fungsi pengawasan Kredit atau Pembiayaan dapat berupa pengawasan 

langsung maupun pengawasan tidak langsung terhadap pemberian 

Kredit atau Pembiayaan berdasarkan penetapan direksi Bank; dan 

c) pejabat dan/atau unit kerja pengawasan melekat mempertanggung 

jawabkan hasil pengawasannya paling sedikit berupa penyampaian 

laporan tertulis secara berkala kepada pejabat di atasnya dengan 

tembusan kepada direksi mengenai: 

d) penilaian atas kualitas portofolio Pembiayaan secara menyeluruh 

disertai penjelasan atas Kredit atau Pembiayaan yang kualitasnya 

menurun untuk Kredit atau Pembiayaan yang berada pada tanggung 

jawab pengawasannya; 

e) Kredit atau Pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan 

dan ketentuan intern Bank; 

f) besarnya tunggakan bunga yang ditambahkan pada saldo debit Kredit 

dari Kredit yang diplafondering yang tidak termasuk Kredit dalam 

rangka penyelamatan untuk Kredit yang berada pada pengawasannya; 

dan 
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g) pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan pejabat Pembiayaan 

yang berada dalam cakupan pengawasannya disertai dengan tindakan 

atau saran perbaikan. 

6) Audit Intern Pembiayaan 

Audit intern terhadap Pembiayaan merupakan upaya lanjutan dalam 

pengawasan Kredit atau Pembiayaan untuk lebih memastikan bahwa 

pemberian Kredit atau Pembiayaan telah dilakukan dengan benar sesuai 

dengan KPB dan telah memenuhi prinsip Pembiayaan yang sehat serta 

mematuhi ketentuan dalam Pembiayaan, sehingga: 

a) Bank harus melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan pemberian 

Kredit atau Pembiayaan; dan 

b) pelaksanaan audit intern terhadap Pembiayaan paling sedikit harus sesuai 

dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai standar pelaksanaan audit intern bank.
18

 

4. Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah 

Pembiayaan Bermasalah dalam berbagai peraturan yang diterbitkan 

Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari "pembiayaan bermasalah" 

sendiri. Begitu juga istilah Non Performing Financing (NPF) untuk 

fasilitas pembiayaan tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang 

diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan 

                                                           
18

 Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 42 POJK.03 Tahun 2017 Tentang Kewajiban  

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan  
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Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank 

Indonesia dapat dijumpai istilah Non Performing Financing (NPF) yang 

diartikan sebagai "Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar 

sampai dengan macet". 

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya 

(performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya 

menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan 

bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu 

mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP 

(Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, 

mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 

bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan 

kurang lancar, diragukan, dan macet.19 

Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah 

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh fakto-faktor 

intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di 

dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah 

faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan 

yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, 

seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya 

pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, 

                                                           
19

 Fathurrahman Djamil, op.cit h. 64.  
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penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak 

cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan 

manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan 

dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan 

teknologi, dan lain-lain. 

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi 

pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab 

terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah 

disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu 

lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana 

membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan 

asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi 

karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan 

pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu 

timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan 

kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan 

telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, 

perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. 

Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti 

pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan 

sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk 
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keperluan kegiatan usaha lain di luar proyek pembiayaan yang 

disepakati.20 

Penyelesaian Kredit Atau Pembiayaan Bermasalah 

a. Pendekatan Kredit Atau Pembiayaan Bermasalah 

Pada prinsipnya Bank tidak mengharapkan terjadinya Kredit atau 

Pembiayaan bermasalah, sehingga penetapan KPB secara konsekuen dan 

konsisten diharapkan dapat mencegah timbulnya Kredit atau Pembiayaan 

bermasalah. Untuk itu seluruh pejabat Bank khususnya yang  terkait 

dengan Pembiayaan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama 

dalam menangani Kredit atau Pembiayaan bermasalah, dengan 

menggunakan pendekatan sebagai berikut: 

 Bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya Kredit atau 

Pembiayaan bermasalah; 

 Bank harus mendeteksi secara dini adanya Kredit atau Pembiayaan 

bermasalah atau yang berpotensi akan menjadi Kredit atau Pembiayaan 

bermasalah; 

 penanganan Kredit atau Pembiayaan bermasalah atau yang berpotensi 

menjadi Kredit atau Pembiayaan bermasalah juga harus dilakukan 

secara dini dan sesegera mungkin; 

 Bank tidak melakukan penyelesaian Kredit bermasalah dengan cara 

menambah plafond Kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan 

                                                           
20

 Fathurrahman Djamil, op.cit h. 72. 
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mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal 

dengan praktik plafondering Kredit; dan 

 Bank dilarang melakukan pengecualian dalam penyelesaian Kredit 

atau Pembiayaan bermasalah, khususnya untuk Kredit atau 

Pembiayaan bermasalah kepada pihak yang terkait dengan Bank dan 

debitur besar tertentu. 

b. Kredit Atau Pembiayaan Dalam Pengawasan Khusus 

Dalam upaya untuk meningkatkan pemantauan secara dini terhadap Kredit 

atau Pembiayaan yang akan atau yang berpotensi akan merugikan Bank, Bank 

harus melakukan pengawasan secara khusus, yang paling sedikit meliputi 

langkah-langkah: 

 Setiap bulan Bank harus menyusun daftar atas Kredit atau Pembiayaan 

yang kolektibilitasnya tergolong Kurang Lancar, Diragukan dan Macet 

serta Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya masih tergolong 

Lancar namun cenderung memburuk pada bulan-bulan selanjutnya dan 

Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong Dalam Perhatian 

Khusus. Bentuk dan format daftar tersebut ditetapkan oleh masing-masing 

Bank. 

 Penentuan kolektibilitas harus sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan 

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian 

kualitas aset bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. 
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 Dalam penetapan kolektibilitas tersebut Bank tidak boleh melakukan 

pengecualian terutama Kredit atau Pembiayaan kepada pihak yang terkait 

dengan Bank dan debitur besar tertentu. 

 Bank selanjutnya mengawasi secara khusus Kredit atau Pembiayaan yang 

termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan segera 

melakukan penyelesaian. 

c. Evaluasi Kredit Atau Pembiayaan Bermasalah 

Bank secara berkala harus melakukan evaluasi terhadap daftar Kredit atau 

Pembiayaan dalam pengawasan khusus serta hasil penyelesaiannya, dengan 

tujuan untuk mengetahui secara dini pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam 

pengawasan khusus telah menjadi Kredit atau Pembiayaan bermasalah. 

 Bank melakukan evaluasi terhadap daftar Kredit atau Pembiayaan dalam 

pengawasan khusus dan menghitung besarnya persentase Kredit atau 

Pembiayaan dalam perhatian khusus terhadap total Kredit atau 

Pembiayaan, terutama dengan memperhatikan Kredit atau Pembiayaan 

yang kolektibilitasnya telah tergolong Diragukan dan Macet. 

 Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam melakukan evaluasi dan 

pencantuman dalam daftar Kredit atau Pembiayaan bermasalah yaitu harus 

termasuk pula Kredit atau Pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan 

Bank dan debitur besar tertentu. 

d. Penyelesaian Kredit Atau Pembiayaan Bermasalah 

Dalam hal jumlah seluruh Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya 

tergolong Diragukan dan Macet telah mencapai 7,5% (tujuh koma lima 
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persen) dari jumlah Kredit atau Pembiayaan secara keseluruhan atau kriteria 

lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menggolongkan Bank 

sebagai Bank yang menghadapi Kredit atau Pembiayaan bermasalah maka 

direksi harus menetapkan dan mengambil langkah-langkah, paling sedikit 

sebagai berikut: 

1) Laporan Kredit atau Pembiayaan bermasalah kepada Otoritas Jasa 

Keuangan. Bank harus segera menyampaikan laporan tertulis kepada 

Otoritas Jasa Keuangan dalam hal jumlah Kredit atau Pembiayaan yang 

kolektibilitasnya tergolong Diragukan dan Macet telah mencapai kriteria 

tersebut. 

2) Pembentukan Satuan Kerja atau Kelompok Kerja atau Tim Kerja 

Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah. Bank harus membentuk 

satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja atau yang dalam PPKPB 

digunakan istilah Satuan Tugas Khusus (STK) yang bertanggung jawab 

untuk menyelesaikan Kredit atau Pembiayaan bermasalah. Pejabat-pejabat 

yang ditunjuk dalam STK ditetapkan oleh direksi dan dilaporkan kepada 

Otoritas Jasa Keuangan. Bank dapat menetapkan sendiri nama untuk STK 

tersebut. 

3) Penyusunan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah 

Bank harus menyusun program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan 

bermasalah dan segera menyampaikan program tersebut kepada Otoritas 

Jasa Keuangan dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini: 
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a) STK menyusun program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan 

bermasalah untuk diajukan kepada direksi guna memperoleh 

persetujuan. Program tersebut paling sedikit meliputi: 

 tata cara penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dengan 

memperhatikan ketentuan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan 

bermasalah yang berlaku bagi Bank; 

 perkiraan jangka waktu penyelesaian; 

 perkiraan hasil penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah;  

 sedapat mungkin memprioritaskan penyelesaian Kredit atau 

Pembiayaan bermasalah kepada pihak yang terkait dengan Bank 

dan debitur besar. 

b) Program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah tersebut 

harus sesuai dengan KPB. Dalam hal terdapat cara penyelesaian Kredit 

atau Pembiayaan bermasalah yang dinilai lebih efektif dari yang 

tercantum dalam KPB, direksi dapat melaksanakan cara tersebut 

setelah mendapat persetujuan dewan komisaris. 

4) Pelaksanaan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah 

Program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah harus segera 

dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, paling sedikit meliputi: 

a) pelaksanaan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah 

dilakukan secara penuh oleh STK berdasarkan program yang telah 

disetujui oleh direksi. Dalam hal STK memerlukan bantuan atau 
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dukungan dari pejabat atau satuan kerja lain, direksi harus memastikan 

bahwa bantuan atau dukungan tersebut dapat segera diperoleh; 

b) STK melakukan evaluasi berkala atas perkembangan penyelesaian 

Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan melaporkan hasil evaluasi 

kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris disertai 

penjelasan yang diperlukan; dan 

c) hasil pelaksanaan program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan 

bermasalah dilaporkan oleh direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

Guna memastikan bahwa langkah-langkah penyelesaian Kredit atau 

Pembiayaan bermasalah berdasarkan program tersebut telah dilakukan 

dengan benar dan efektif, Otoritas Jasa Keuangan setiap saat akan 

melakukan komunikasi langsung dengan STK. 

5) Evaluasi Efektivitas Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan 

Bermasalah 

Paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali setelah program penyelesaian 

Kredit atau Pembiayaan bermasalah dilaksanakan atau tenggang waktu 

lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank harus melakukan 

evaluasi efektivitas program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan 

bermasalah, yaitu: 

a) Dalam hal jumlah Kredit atau Pembiayaan bermasalah jauh di bawah 

perkiraan (target) penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah 

yang direncanakan, sedangkan pelaksanaan penyelesaian Kredit atau 
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Pembiayaan bermasalah telah dilaksanakan secara optimal, STK 

mengusulkan kepada direksi 

b) perubahan atau perbaikan program penyelesaian Kredit atau 

Pembiayaan bermasalah. 

c) Hasil evaluasi terhadap efektivitas program penyelesaian Kredit atau 

Pembiayaan bermasalah serta perubahan atau perbaikan program 

dimaksud harus segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

e. Penyelesaian Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Yang Tidak Dapat 

Ditagih 

Bagi Kredit atau Pembiayaan bermasalah yang tidak dapat diselesaikan 

atau ditagih kembali setelah dilakukan upaya-upaya penyelesaian, maka: 

1) STK mengusulkan cara penyelesaian Kredit atau Pembiayaan yang 

sudah tidak dapat ditagih kepada direksi. 

2) STK melaksanakan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan yang tidak 

dapat ditagih sesuai dengan cara penyelesaian yang disetujui direksi. 

3) Daftar Kredit atau Pembiayaan yang tidak dapat ditagih serta cara 

penyelesaiannya harus segera dilaporkan secara tertulis kepada 

Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada dewan komisaris 

Bank.
21

 

f. Upaya Penyelesaian Pembiayaan 

Upaya-Upaya untuk Mengantisipasi Risiko pembiayaan Bermasalah. 

Secara  garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dilakukan 

                                                           
21

 Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 42 POJK.03 Tahun 2017 Tentang Kewajiban  

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan 
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melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif/kuratif. Upaya-upaya 

yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan 

pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data 

pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan 

agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau 

pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya 

yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang 

bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. 

Pengertian Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah adalah istilah teknis 

yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-

langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan 

pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha 

yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau 

kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali 

kewajibannya.22 

1) Restrukturisasi 

Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan 

a) Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kewajiban Nasabah atau jangka waktunya. Suatu tindakan 

yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran. 

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka 

waktu pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit 

                                                           
22

 Fathurrahman Djamil, op.cit h. 82. 
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dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu 

yang lebih lama untuk mengembalikannya. 

b) Persyaratan kembali (reconditioning), perubahan sebagian atau seluruh 

persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, 

jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan 

sepanjang tidak menambah sisa kewajiban Nasabah yang harus 

dibayarkan kepada Bank. 

c) Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 

pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, 

antara lain meliputi:  

 Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank 

 Konversi akad pembiayaan. 

 Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka 

waktu menengah. Surat berharga syariah berjangka menengah 

adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim 

diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal berjangka 

waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad 

mudharabah atau musyarakah.23 

2) Penjualan Jaminan 

Dalam hal upaya tahap pertama belum juga berhasil, bank dapat 

menempuh upaya tahap kedua, yaitu penjualan barang jaminan di bawah 

                                                           
23

 Madona Khairunisa Musrifah, “Penyelesian Pembiayaan Bermasalah Pada 

Bank Syariah,” dalam IBF:Islamic Business and Finance Volume 1, No. 1 (2020) 

h.93. 
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tangan atas dasar kuasa dari debitur/pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun 

telah ada surat kuasa dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk 

melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut. 

a) Penyelesaian Melalui Kantor Lelang, meminta bantuan Kantor Lelang 

untuk melakukan: 

 Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan 

berdasarkan janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama 

mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak 

Tanggungan apabila debitur cidera janji / beding van eigenmatige 

verkoop (Pasal 11 ayat (2) huruf e jia. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan 

Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan); 

 Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar parate eksekusi 

(Pasal 1155 KUH Perdata); 

 Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan 

Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (Pasal 29 ayat (1) huruf b 

UU. No. 42 Tahun 1999). 

b) Penyelesaian Melalui Badan Peradilan (Al-qadha) 

 Gugat Perdata Melalui Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 49 huruf 

i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU 

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan 

agama diperluas termasuk bidang ekonomi syariah. Dengan penegasan 

dan peneguhan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan 
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perkara ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa niaga atau 

bisnis, yang selama ini pengadilan yang diberi tugas dan kewenangan 

adalah pengadilan negeri/ niaga yang berada dalam lingkungan 

peradilan umum, maka setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 2006 

tersebut, menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya 

berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada 

pada Pengadilan Agama 

 Permohonan Pailit Melalui Pengadilan Niaga, Berdasarkan ketentuan 

Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa debitur 

yang mempunyai atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas 

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas 

permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih 

kreditornya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang di 

atas, bank sebagai kreditor dalam rangka untuk mendapatkan 

Penyelesaian pembiayaan macet, dapat melakukan upaya hukum 

pengajuan permohonan pailit. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 37 

Tahun 2004 tersebut ditegaskan bahwa, kurator berwenang 

melaksanakan tugas pengurusan dan atau Penberesan atas harta pailit 

sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Yang dimaksud dengan 

pemberesan adalah penguangan aktiva perseroan yang pailit untuk 

membayar atau melunasi utangnya. Hadis Nabi menjelaskan: "Siapa 
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yang menemukan hartanya secara utuh di tangan orang pailit, maka ia 

lebih berhak atas barang itu dari pada orang yang mempiutangi 

lainnya" (HR, Al-Jama'ah dari Samurah dan Ibn Jundab). 

c) Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase (tahkim) 

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata 

diluar peradilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa /"UU Arbitrase"). Lembaga arbitrase ini dapat 

dipergunakan untuk penyelesaian pembiayaan macet, apabila dalam 

perjanjian/akad pembiayaan terdapat klausula tentang penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase (factum de compromittendo), atau telah dibuat 

perjanjian arbitrase tersendiri setelah timbulnya sengketa (akta 

compromiso) (Pasal 1 angka 3 & Pasal 9 UU Arbitrase). Berdasarkan 

ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase, pengadilan negeri (dan pengadilan 

agama) tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah 

terikat dalam Perjanjian Arbitrase. Adanya Perjanjian Arbitrase yang 

dibuat secara tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan 

penyelesalaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam 

perjanjiannya ke pengadilan negeri (atau pengadilan agama) (Pasal 11 ayat 

(1) UU Arbitrase). Mengingat sengketa perbankan syariah merupakan 

sengketa perdata dalam bidang bisnis, yang merupakan kewenangan 

arbitrase (domain of arbitration), maka penyelesaian sengketa bank syariah 
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dengan nasabah atau pihak lainnya dapat menggunakan badan arbitrase 

syariah. Badan Arbitrase Syariah, pada saat ini baru ada satu yaitu 

bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional, disingkat BASYARNAS.24 

 

5. Prinsip syariah dalam pembiayaan 

Dalam islam ada dasar-dasar hukum yang harus diikuti bahkan dalam dunia 

perbankan sekalipun, seperti pemberian pembiayaan dan cara penyelesaian jika 

terjadi pembiayaan bermasalah. Berikut adalah prinsip syariah dalam pembiayaan 

murabahah: 

a. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Murabahah 

 Prinsip keadilan, berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan 

paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri 

keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga 

tertentu. 

 Suka sama suka, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah 

antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-

masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu 

format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan 

harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya. Seperti 

yang dibahas dalam Q.S An-nisa’ Ayat 29 yang berbunyi: 

                                                           
24

 Ibid. h.94 
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ٰٓ انَْ تكَُىْنَ  ا امَْىَانكَُمْ بيَْىكَُمْ باِنْباَطِمِ الََِّ يٰٰٓايَُّهاَ انَّرِيْهَ اٰمَىىُْا لََ تأَكُْهىُْٰٓ

َ كَانَ بكُِمْ  ا اوَْفسَُكُمْ ۗ انَِّ اّللّٰ ىْكُمْ ۗ وَلََ تقَْتهُىُْٰٓ تجَِازَةً عَهْ تسََاضٍ مِّ

 زَحِيْمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di 

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah 

Maha Penyayang kepadamu”.
25

 

 Bersikap Benar, Amanah, dan Jujur. 

Benar, merupakan ciri utama orang mukmin. Bencana terbesar di 

dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, 

misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan 

harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang diridhai oleh 

Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi 

penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar maka dua-

duanya mendapatkan berkah dari jual belinya. 

Amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, 

tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak 

orang lain, baik berupa harga atau upah Dalam berniaga dikenal 

dengan istilah” memasarkan dengan “amanat” seperti menjual 

Murabahah “ maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas,dan 

harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melehi-lebihkannya. Di 

dalam hadist Qutdsi, Allah berfirman:  

                                                           
25

Q.S. An-nisa’ (4): 29 
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سِيكَيْهِ مَا نمَْ يخَُهْ أحََدُهمَُا صَاحِبهَُ فإَذَِا خَاوَهُ  َ يقَىُلُ أوَاَ ثاَنثُِ انشَّ قاَلَ إنَِّ اللَّّ

مِهْ بَيْىهِِمَاخَسَجْتُ   

Artinya: “Aku ialah yang ketiga dari dua orang berserikat, selama 

salah satu dari keduanya tidak menghianati temannya. Apabila salah 

satu dari keduanya berkhianat, aku keluar dari mereka”
26

 

 

Jujur (setia), seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi 

supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan 

sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang 

dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.27 

b. Prinsip Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO.17/DSN-MUI/IX/2000 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: Fatwa Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang 

 Menunda-Nunda Pembayaran  

Pertama: Ketentuan Umum 

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan 

LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda 

pembayaran dengan disengaja.  

2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur 

tidak boleh dikenakan sanksi. 

                                                           
26

Hadits.id “kitab jual-beli”, artikel dari https://www.hadits.id/hadits/dawud/2936 

Diakses 21 September 2022  
27

Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer 

(Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018). h. 36 

https://www.hadits.id/hadits/dawud/2936
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3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak 

mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya 

boleh dikenakan sanksi.  

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah 

lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.  

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan 

atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.  

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. 

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah.  

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika 

di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya.
28

 

 

 

 

 

                                                           
28 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor.17 DSN-MUI Tahun 2000 Tentang Sanksi 

Atas Nasabah Mampu YangMenunda-Nunda Pembayaran  
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FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO. 47/DSN-MUI/II/2005 

Tentang 

PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH 

BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak 

 Mampu Membayar 

Pertama: Ketentuan Penyelesaian LKS boleh melakukan penyelesaian 

(settlement) Murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan 

/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, 

dengan ketentuan: 

a) Obyek Murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada 

atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati; 

b) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan; 

c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS 

mengembalikan sisanya kepada nasabah; 

d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang 

tetap menjadi utang nasabah; 

e) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS 

dapat membebaskannya; 

Kedua: Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya 
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dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional setelah tidak 

tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya.
29

 

B. Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Husairi Muhammad 

Nasution “Strategi 

Penyelesaian 

Pembiayaan 

Bermasalah Pada PT. 

BPRS Al-Washliyah 

Medan”, Universitas 

Islam Negeri 

Sumatera Utara, 

2019. 

Pendekatan yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif, 

yang mana 

penelitian kualitatif 

ini lebih banyak 

ditujukan pada 

pembentukan teori 

substantif 

berdasarkan 

konsep-konsep yang 

timbul dari data 

Hasil penelitian ini menyatakan 

Pelaksanaan pemberian 

pembiayaan di BPRS telah 

dilakukan sesuai prosedur yang 

telah ditentukan serta peraturan-

peraturan pokok pembiayaan 

yang berlaku, baik peraturan 

interen BPRS yaitu Pedoman 

Pelaksanaan Pembiayaan dan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK). Pihak BPRS juga telah 

berusaha semaksimal mungkin 

untuk meminimalisir terjadinya 

                                                           
29

 Fatwa Dewan Syariah Nasional  Nomor 4 DSN-MUI Tahun 2005 Tentang 

Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Memutuskan 
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empiris. pembiayaan bermasalah dengan 

mengadakan pembinaan dan 

pengawasan terhadap debitur dan 

manajemen perusahaan. 

Sedangkan kesesuaian dengan 

fatwa DSN MUI ada beberapa 

yang berbeda dengan yg 

dilaksanakan di BPRS Al-

Washliyah yaitu, Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Nomor: 

19/DSN-MUI/IV/2001 point b 

yang berbunyi menghapus (write 

off) sebagian atau seluruh 

kewajibannya. pada tatanan 

aplikatif, BPRS tidak hanya 

menerapkan write off  pada 

pembiayaan qard saja, akan tetapi 

menerapkan write off  pada 

seluruh pembiayaan bermasalah 

sebatas pemindahan laporan 

keuangan dari on balanced pada 

off balanced. 

Lia Pratiwi Jenis penelitian ini Hasil dari penelitian ini adalah 
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Wahyuningtyas 

“Penyelesaian Kredit 

Macet Pada Akad 

Murabahah 

Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah 

(Studi Kasus Bank 

Aman Syariah (Bas) 

Sekampung)” Institut 

Agama Islam Negeri 

(Iain) Metro  2019. 

adalah penelitian 

lapangan (field 

research),yaitu 

mengungkap 

fenomena atau 

kejadian dengan 

cara menjelaskan,  

memaparkan/atau 

mengambarkan 

dengan kata-kata 

secara jelas dan  

terperinci melalui 

bahasa yang tidak 

berwujid 

nomer/angka. 

Penyelesaian kredit macet yg ada 

di Bank Aman Syariah 

Sekampung dengan cara 

memberikan surat peringatan yg 

dilakukan sampai tiga kali jika 

sudah sampai tiga kali tidak ada 

itikad baik dari anggota untuk 

me-nyelesaikan kemacetan maka 

jaminan anggota yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan. 

 

 

 

 

 

 

Fildzah Permata 

Rizki Nasution 

“Efektivitas 

Penyelesaian 

Pembiayaan 

Murabahah 

Bermasalah Pada 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode kualitatif 

dengan pendekatan 

empiris, melalui 

teknik pengumpulan 

data melalui studi 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa upaya penyelesaian 

pembiayaan Murabahah 

bermasalah yang dilakukan oleh 

BPRS Amanah Ummah masih 

belum efektif. Hal tersbut dapat 

dilihat pada pembiayaan 
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BPRS Amanah 

Ummah Leuwiliang 

Bogor” Universitas 

Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 

2018. 

pustaka dan 

wawancara dengan 

pihak BPRS 

Amanah Ummah 

Leuwiliang Bogor, 

beserta 

menganalisis data 

yang diperoleh dan 

kemudian disusun 

secara sistematis. 

Murabahah yang dikategorikan 

bermasalah berjumlah 111 

nasbah. Jumlah nasabah pada 

tahun 2017 yang kembali pada 

kondisi lancar melalui upaya surat 

panggilan nasabah atau surat 

peringatan dan reschedulling 

berjumlah 18 nasabah. Sedangkan 

93 nasabah masih tetap dalam 

kondisi bermasalah atau belum 

kembali pada kondisi lancar. 

 

Penelitian ini memperbaharui hasil dari penelitian terdahulu yang belum 

diteliti yaitu dalam aspek pemenuhan prinsip syariah pada pemberian pembiayaan 

dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian 

lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang langsung berhubungan 

dengan objek yang diteliti.30 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

memiliki tingkat kritisme yang lebih dalam semua proses penelitian. Kekuatan 

kritisme peneliti menjadi senjata utama menjalankan semua proses penelitian. 

Pandangan-pandangan Kant bahwa kritisme adalah sebuah kerja rasio dan 

empiris seseorang, akan sangat membantu peneliti kualitatif membuka seluas-

luasnya medan misteri, dengan demikian filsafat kritisme menjadi dasar yang 

kuat dalam seluruh proses penelitian kualitatif.31 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah 

(Perseroda) Air Tiris. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, disingkat menjadi 

Bank Syariah Berkah. Bank ini di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km. 50 

Depan SMU 2 Air Tiris, Kecamatan Kampar.32 

 

 

                                                           
30

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2015). h.207 
31

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, KebijaKan Publik Dan 

Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2008). h.5. 
32

Dokumentasi, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris 
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C. Subjek dan Objek Penelitian  

a. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian adalah Sesuatu, baik orang, benda, ataupun lembaga 

(organisasi), yang sifat-sifatnya (atributnya) akan diteliti.33 Dalam penelitian 

ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah pihak PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhilillah Kantor Pusat Air Tiris terutama di bagian Pembiayaan dan di 

bagian Dana dan Penagihan. 

b. Objek Penelitian 

Objek Penelitian merupakan sifat keadaan (attributes) dari sesuatu benda, 

orang, ataupun keadaan yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian.34 

Dalam penelitian ini yang menjadi Objek penelitian adalah analisis 

pemenuhan prinsip syariah pada pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhilillah (Perseroda) Air Tiris. 

D. Informan Penelitian  

Tabel III. 1 

Jumlah Informan Penelitian 

No Nama Bidang 

1. Bapak Eki Rosman Kepala Seksi bagian Pembiayaan 

2. Bapak Gusti Kepala Seksi bagian Dana dan Penagihan 

3. Bapak Hafes Account Officer 

4. Bapak Muriadi Kolektor 

5. Bapak Riko PE Kepatuhan & MR & APU-PPT 

pernah menjabat sebagai Kepala Seksi 

Bagian Dana dan Penagihan tahun 2019. 

Sumber Data: Bagian Personalia PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah 

                                                           
33

Albert Kurniawan, Metode Riset Untuk Ekonomi & Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2014). 

h.9 
34

Ibid. h.10 
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E. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  

1. Data Primer 

Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung 

dari subjeknya.35 Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di 

PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah Kantor Pusat Air Tiris dan wawancara 

langsung dengan pihak bagian Pembiayaan dan bagian Dana dan Penagihan. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder, merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau 

dengan kata lain data yang diambil bukan dari sumber hasilnya. Data sekunder 

bisa berbentuk data yang tersaji dalam tabel, grafik, dan lain-lainnya. Selain 

itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari peneliti sebelumnya, lembaga 

pemerintah, lembaga swasta, dan lainnya.36 Dalam penelitian ini data sekunder 

yang penulis ambil diantaranya ialah berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi 

terdahulu dan sumber kedua lainnya. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang 

bertujuan agar data-data yang dikumpulkan relavan dengan permasalahan 

                                                           
35

 Suliyanto, Metode Riset Bisnis (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006). h. 131 
36

 Muchammad Fauzi, Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pengantar (Semarang: 

Walisongo Press, 2009). h. 212 
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penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan:  

a. Observasi, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 

pengamatan dan penataan secara sistematis terhadap gejala yang tampak 

pada objek penelitian.
37

 

b. Wawancara, yaitu proses memperoleh kejelasan untuk mengumpulkan 

informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap 

muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara 

pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan 

untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau 

tema yang diangkat dalam penelitian.38  

c. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah 

fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian 

besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, 

cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.39 

G. Teknik Analisis Data 

Analisa data dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang penting 

dan memerlukan ketelitian serta kekeritisan dari penelitian. Analisis data 

kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkip 

                                                           
37

V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami 

(Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2021). h. 30 
38

Ibid. h. 31. 
39

Ibid. h.33 
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wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar 

diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. 40 

Proses analisis data dilakukan dengan cara berpikir induktif adalah 

pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus, 

menuju kesimpulan yang bersifat umum tetapi dari data atau fakta khusus 

yang didasarkan pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, 

diolah dan dikaji, kemudian untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan 

atau kesimpulan bersifat umum.41 

Analisis yang peneliti gunakan yaitu cara berfikir induktif untuk 

membahas serta menganalisis secara khusus tentang Pemenuhan Prinsip 

Syariah pada Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah 

(Perseroda) Air Tiris, dengan melihat prosedur pembiayaan dan penyelesaian 

pembiayaan bermasalah dilakukan pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah 

(Perseroda) Air Tiris, melakukan wawancara kepada bagian pembiayaan dan 

bagian dana dan penagihan, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 

H. Gambaran Umum PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) 

1. Profil PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) 

PT. Bank Syariah Berkah Dana Fadhlillah, disingkat BANK SYARIAH 

BERKAH. Berdiri pada tanggal 11 Juni 1994 berdasarkan akte notaris H. 

                                                           
40

 Imam Gunawan, Metode Penelitian KualitatiF (Malang: PT. Bumi Aksara, 2013). 

h.217 
41

 Nuru Sudjana, Tuntutan Menyusun Karya Ilmiah (Bandung: Sinar Baru, 2007). h.7. 
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Muhammad Afdal Ghazali, SH dengan modal disetor Rp.200 juta. Izin 

operasional diberikan berdasarkan SK Materi Keuangan RI No. Kep-197/ KM 

17/ 1996 tanggal 6 juni 1996. Walaupun dengan fasilitas, sarana dan prasarana 

seadanya, Bank Syariah Berkah memulai kipranya di Pasar Air Tiris, 

Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kehadiran Bank 

Syariah Berkah disambut antusias oleh masyarakart agamis yang kuat menjaga 

dan menjalankan ajaran Islam. 

Bank Syariah Berkah dalam perjalanannya, menghadapi rintangan dan 

kendala-kendala yang cukup berat. Paling terasa ketika terjadi krisis moneter 

tahun 1998 yang sangat mempengaruhi penghidupadan ekonomi masyarkat, 

tak terkecuali debitur bank sehinggabanyak pembiayaan mengalami 

kemacetan. Namun dengan perjuangan gigih dan terus melakukan perbaikan 

demi perbaikan, semua rintangan dan kesulitan diatasi walua dengan hasil 

yang belum optimal. Walaupun dengan demikian, sejak awal pendiriannya 

Bank Syariah berkah alhamdulillah selalu mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun. 

Sebagai lembangan keuangan syariah, semua produk, jasa dan seluruh 

aktivitas Bank Syariah Berkah disesuaikan dengan prinsip syariah. Kegiatan 

utama bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat disesaikan 

juga dengan apa yang telah dipraktekkan oleh bank-bank syariah yang ada, 

terutama Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor lahirnya perbankan 

syariah di indonesia. 
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Saat ini Bank Syariah Berkah mempunyai 4 kantor pelayanan yaitu kantor 

pusat di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km. 50 Depan SMU 2 Air Tiris 

Kabupaten Kampar, kantor pelayanan kas di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang 

KM. 25 Depan pasar Danau Bangkinang, Kecamatan Tambang, dan Kantor 

kas yang berada di Jl. Subrantas KM.13 Panam Kelurahan Tuah Karya 

Kecamatan Tampan Pekanbaru, kantor pelayanan kas di Jl. D.I Penjaitan Blok 

4 Komplek Islamic Center, Kabupaten Kampar.  

BPR Syariah Berkah ini sudah bardiri sejak 1994 dan berpropesi sejak 

tahun 1996, artinya bank ini sudah berdiri hampir 19 tahun.diantara 

keberhasilannya bank tersebut selama beroperasi sudah dapat membuka 2 

kantor cabang kas yang berada di Pasar Danau Bingkuang dan Kecamatan 

Tampan Pekanbaru. 

2. Visi misi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) 

Untuk menjadikan Bank Syariah yang lebih peduli pada masyarakat 

golongan menengah kebawah, maka Bank BPR Syariah Berkah Dana 

Fadhlillah ini memeiliki Visi; “Menjadi BPR Syariah unggulan yang sehat dan 

kuat sehingga mampu berpern sebagai motor penggerak dalam 

memperdayakan Perekonomian kecil”.  

Misi Bank Syariah Berkah Dana Fadhlillah di Kabupaten Kampar adalah 

sebagai berikut:  

a. Menggerakkan usaha-usaha masyarakat menghimpun dan menyalurkan 

dana pada usaha-usaha produktif  
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b. Meningkatkan kemampuan usaha masyarakat dengan kerja samadalam 

manajemen usaha.  

c. Memberikan keuntungn yang memadai bagi pemegang saham dengan 

mengutamakan cara-cara yang halal dan diridhai Allah SWT. 

d. Ikut serta dalam membangkitkan ekonomi masyarkat yang Islami. 

3. Struktur Organisasi BPRS Berkah Dana Fadhlillah 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah menjadikan Otoritas Jasa Keuangan 

sebagai landasan dalam prosedur pemberian pembiayaan dan penetepan  

kualitas pembiayaan yang terdiri dari 5 yaitu: Lancar atau Kolektibilitas 1, 

Dalam Pengawasan Khusus atau Kolektibilitas 2, Kurang Lancar atau 

Kolektibilitas 3, Diragukan atau Kolektibilitas 4, dan Macet atau 

Kolektibilitas 5. Akan tetapi terdapat kekeliruan dalam penilaian agunan 

(collacteral) yang menyebabkan terdapat 70 nasabah terlibat pembiayaan 

bermasalah pada tahun 2019. 

2. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak bank 

terdiri dari surat peringatan, surat panggilan, restrukturisasi, penjualan 

jaminan dan penghapusan buku. Dalam upaya penyelesaiannya pihak bank 

sudah memenuhi prinsip syariah, hal itu dibuktikan dengan tidak 

mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran 

menunjukkan bahwa mereka sudah merujuk kepada Fatwa Dewan 

Syari’ah Nasional No.17/Dsn-Mui/Ix/2000 Memutuskan bahwa,  Nasabah 

yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh 

dikenakan sanksi. Kemudian dengan mengembalikan sisa uang hasil 

penjualan jaminan, pihak bank tidak akan mengambil uang lebih dari 

nasabah diluar pokok dan margin yang sudah ditetapkan pada akad awal. 

Hal ini membuktikan bahwa pihak bank juga sudah mengikuti Fatwa 
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Dewan Syari’ah Nasional NO. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian 

piutang Murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar DSN 

memutuskan apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS 

mengembalikan sisanya kepada nasabah. Tetapi upaya dalam penurunan 

nasabah pembiayaan bermasalah dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi 

penghapusan buku, hal itu membuktikan bahwa banyak dari nasabah yang 

jaminannya bernilai lebih rendah dari pada pembiayaan yang diberikan, 

karena jika nilai jaminannya lebih tinggi maka pihak bank tidak harus 

melakukan penghapusan buku.   

B. Saran 

1. Setiap perbankan syariah pasti memiliki risiko terhadap pembiayaan yang 

diberikan. Salah satu risiko tersebut adalah terlambatnya nasabah atau lalai 

dalam menunaikan kewajiban membayar angsuran kepada pihak Bank. 

Oleh karena itu sangat disarankan kepada pihak PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhlillah (Perseroda) untuk lebih teliti dan selektif lagi dalam 

menganalisis pembiayaan, khusus nya terhadap penilaian agunan 

(collacteral) nasabah,  yang kelak akan diberikan tanggung jawab untuk 

membayar angsuran, apabila nasabah tidak mampu membayar maka pihak 

bank bisa menjual jaminannya untuk menutupi sisa hutang yang ada dan 

bank tidak akan mengalami kerugian. Walaupun rasio NPF pada 

pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah menurun 

dalam 3 tahun terakhir hal itu bukan menjadi alasan untuk pihak bank buat 
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terus menurunkan NPF nya, karena bank yang baik adalah bank yang tidak 

ada pembiayaan bermasalah atau rasio NPF nya 0%. 

2. Semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan bahan 

pertimbangan sebagai acuan dalam penelitian yang akan datang selain dari 

jurnal, buku, dan referensi-referensi lain yang sudah ada. Serta dapat 

menjadi dokumentasi perpustakaan khususnya dalam kajian lembaga 

keuangan syariah. Karena keterbatasan waktu dan kurangnya pengetahuan 

yang dimiliki oleh penulis, maka layak untuk direkomendasikan agar 

dilakukan penelitian lanjutan yang tidak terfokus terhadap penelitian yang 

sudah di kerjakan. 
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